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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tujuan Negara Indonesia adalah mensejahterakan Rakyat. Hal ini 
jelas dinyatakan dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  yang pada intinya 
Pemerintah Negara Indonesia wajib untuk mensejahterakan rakyat 
Indonesia. Kesejahteraan yang merupakan tujuan dari Negara secara 
otomatis mewajibkan pemerintah untuk berupaya sekeras mungkin 
mengeluarkan kebijakan pembangunan melalui serangkaian kombinasi 
proses social, ekonomi, institusional demi mencapai kehidupan yang lebih 
baik. Melaksanakan urusan-urusan Negara yang bertujuan untuk 
kesejahteraan rakyat. 
Pada kajian teori ekonomi, Tujuan akhir kebijakan ekonomi adalah 
meningkat kesejahteraan rakyat.Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi jika 
energi sosial yang ada lebih condong digunakan untuk kesibukan lain yang 
kurang mendasar. Kebijakan pemerintah harus bersifat adil dan merata, 
yang mana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang memihak kepada 
kepentingan rakyat banyak.Karena itu prioritas utama stabilitas ekonomi 
adalah menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar rakyat (bukan rumah 
mewah dan Mercedes Benz), sedangkan prioritas utama di bidang 
perekonomian adalah mengarahkan agar perluasan kegiatan ekonomi 
dapat menampung mayoritas angkatan kerja kita. 
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Proses pembangunan di masyarakat, paling tidak menurut  Todaro 
dan Smith ada tiga tujuan inti sebagai berikut: 
1. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 
kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, dan 
perlindungan 
2. peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 
pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan 
kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas 
nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya 
untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga 
menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan social bagi setiap individu serta 
bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari 
belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap 
orang atau Negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan 
yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.  
Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting 
untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. 
Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya 
kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat  memerlukan kebijakan ekonomi atau 
peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya 
menjaga stabilitas perekonomian. 
Dalam perkembangan kesejahteraan rakyat, pemerintah sebagai 
organ negara belum mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.Menurut 
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data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2013, jumlah penduduk 
miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta orang. Angka ini bertambah 
sebanyak 480 ribu orang (11,37 persen) dibandingkan angka pada Maret 
2013, yakni 28,07 juta orang.Jika kita merujuk data  BPS tahun 2012, 
Berdasarkan tingkat kemiskinannya, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku 
dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang masih memiliki angka 
kemiskinan terbesar, yaitu masing-masing 30,7 persen; 27,0 persen; 20,8 
persen dan 20,4 persen. Namun demikian, angka kemiskinan ini lebih kecil 
dari tahun 2011 yang masing-masing mencapai 32,0 persen; 31,9 persen; 
23 persen; dan 21,2 persen. Sementara itu, beberapa daerah yang tingkat 
kemiskinannya rendah adalah DKI Jakarta (3,7 persen), Bali (3,9 persen), 
Kalimantan Selatan (5,0 persen) dan Bangka Belitung (5,4 
persen).Kemudian jika kita rujuk tingkat ketidaksejahteraan Berdasarkan 
data Sakernas Agustus 2012, jumlah tenaga kerja yang berstatus 
penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,2 juta orang. 
Data di atas jelas menunjukkan akan berpengaruh pada distribusi 
pendapatan  dan tingkat kemiskinan. Ketimpangan yang besar dalam 
distribusi pendapatan (yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi) dan 
tingkat kemiskinan (persentase dari jumlah polulasi yang hidup dibawah 
garis kemiskinan merupakan dua masalah besar.Dalam mencapai Negara 
kesejahteraan (welvarestate), Secara umum perbaikan angka kemiskinan 
di setiap provinsi ini dikontribusikan oleh program-program 
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti: 
beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat 
(Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah 
(BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di 
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Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, 
dan lain-lain. 
Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat adalah melalui perbankan. Bank yang merupakan lembaga 
keuangan yang diberi tugas dan wewenang dari Pemerintah untuk 
memobilisasi dana dari masyarakat diharapkan mampu melaksanakan 
fungsi dan peranannya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi bangsa secara efektif dan terarah sehingga dapat 
menciptakan pemerataan pendapat dan meningkatkan taraf hidup rakyat 
Indonesia. 
Perkembangannya, perbankan mengembangkan “Kredit Usaha 
Rakyat” yang pada tataran filosofisnya adalah untuk meningkatkan daya 
saing usaha kecil rakyat yang diharapkan dapat berimplikasi pada 
peningkatan pendapat dan taraf hidup masyarakat ke arah 
sejahterah.salah satu Bank yang melaksanakan jasa tersebut adalah Bank 
Rakyat Indonesia (BRI).BRI merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang melaksanakan bagian-bagian dari program 
pemerintah.Salah satu usaha pokok BRI adalah menyalurkan dana dalam 
bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana 
pengembangan usaha kecil mereka.Pada hakekatnya, guna tidak terjadi 
kerugian bagi masyarakat, Kredit Usaha Rakyat ini harus sesuai dengan 
asas-asas perkreditan yang sehat. 
Kajian penting dalam perkreditan adalah masalah pengembalian 
kredit oleh masyarakat (yang melakukan kredit) kepada pihat Bank.Dari 
segi manajemen perbankan, aspek pengembalian kredit adalah salah satu 
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aspek yang sangat fundamental karena jika bank tidak dapat 
melaksanakan fungsi dengan baik, kelangsungan bank pun menjadi 
terancam.Pengamanan kredit memerlukan langkah-langkah untuk 
mengkategorikan kredit berdasarkan kolektibilitasnya.Karena itu kredit-
kredit yang ada harus dikumpulkan dan disusun dalam kriteriumnya 
masing-masing. Kemudian tingkat kolektibilitas kredit tersebut akan 
berimplikasi pada 2 (dua) perubahan, yaitu membaik atau memburuk, 
implikasi selanjutnya adalah pengaruh tehadap peningkatan pendapatan 
bank yang sifatnya finansial. 
Pembangunan ekonomi industri kecil tidak terlepas dari 
pemberdayaan/pengembangan ekonomi kerakyatan, hal ini karena 
sebagian besar masyarakat Indonesia berpotensi sebagai pengrajin dan 
pada umumnya tergolong masyarakat yang berada dalam garis 
kemiskinan. Banyak usaha kecil dan menengah semakin terpuruk 
ekonominya akibat besarnya biaya produksi, juga tidak adanya kepastian 
harga komoditi (bahan baku utama) dipasarkan sekarang ini. Sehingga 
banyak pengusaha kecil dan menengah melakukan pengambilan kredit. 
Ada yang berhasil mengggunakan pinjaman dan ada pula yang tidak 
berjalan dengan baik sehinnga  tidak dapat mengembalikan kreditnya atau 
kredit macet. 
Mengenai pengembalian kredit kepada pihak Bank atas program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memerlukan kajian yang mendalam. 
Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan 
topik“ Analisis Alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 
kolektibilitasnya pada PT BRI (persero) tbk unit BTP (Bumi 
Tamalanrea Permai) “. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba 
mengangkat permasalahan pokok yaitu :“ Bagaimana perkembangan 
Analisis Alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tingkat Kolektibilitasnya 
selama Tahun 2011 – 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk 
Unit Bumi Tamalanrea Permai (BTP) 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisa Perkembangan  AlokasiKredit Usaha Rakyat (KUR) dan 
tingkat kolektibikitasnya pada PT BRI Unit Bumi Tamalanrea Permai (BTP) 
 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan bagi PT Bank Rakyat indonesia Unit BTP 
untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya lebih 
meningkatkan upaya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
2. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan penulis dalam bidang manajemen keuangan.  
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang 
manajemen keuangan khususnya pada lembaga perbankan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Bank 
Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca 
yang berarti tempat penukaran uang.Secara umum pengertian bank 
adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal 
sebagai banknote. 
Bank dikenal sebagai tempat penyimpanan dan meminjam 
uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan disamping itu bank 
juga dikenal sebagai tempat menukar uang memindahkan uang atau 
menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti 
pembayaran listrik, telpon, air, dan pembayaran lainnya. 
Definisi lain dari bank yang dikutip dibawah ini, pada 
dasarnya tidak berbeda satu sama lainnya. Walaupun ada perbedaan 
halnya namapak pada tugas atau usaha bank. Ada yang 
mendefinisikan bahwa bank merupakan salah satu lembaga 
keuangan yang dipercayakan masyakat untuk menyimpan uangnya 
secara aman dan dapat terjamin akan kerahasiannya. Olehnya itu, 
untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat tentu perlu adanya 
penanganan dan pengelolaan bank secara profesional dengan 
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menerapkan sistem manajeman perbankan yang disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan perbankan dewasa ini. 
Berdasarkan pengertian bank yang telah dikemukakan, 
maka dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu badan atau lembaga 
keuangan yang mempunyai kegiatan sebagai berikut : 
a. Menghimpun dana masyarakat, baik dalam bentuk 
giro,tabungan dan depositu berjangka. 
b. Menyalurkan kembali simpanan yang telah dihimpun kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit. 
c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer,kilring, 
inkaso, dan lain-lainnya. 
 
2. Pengertian Kredit 
Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari bahasa 
Yunani yaitu Credere yang artinya kepercayaan. Atau dalam bahasa 
latinCreditium yang berarti kepercayaan akan kebenaran.Menurut 
undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa 
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga. 
 P.Kent yang dikutip oleh Suyatno (1999:13) menyatakan 
bahwa, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau 
kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta 
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atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-
barang sekarang. 
SedangkanPrawiraamdjaja (1999:98) menyatakan kredit 
sebagai Hutang, dimana terdapat suatu kewajiban untuk membayar 
dikemudian hari. 
Selanjutnya Hasibuan (2002:87) menjelaskan bahwa kredit 
adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama 
bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati. Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan : 
a. Adanya suatu penyerahan uang/barang yang menimbulkan 
tagihan pihak lain dengan harapan pemberian pinjaman (bank) 
akan memperoleh pendapatan. 
b. Pemberian (kredit) didasarkan pada suatu perjanjian yang 
disepakati yang disepakati oleh kedua bela pihak (kreditur dan 
debibitur) dengan didasari dengan unsur saling percaya. 
c. Dalam perjanjian kredit terkandung suatu unsur kesepakatan 
untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunganya sesuai 
dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
Menurut Mulyono ( 2002:12 ) Kredit adalah suatu 
penyersahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntunga. 
Menurut Ensiklopedia Umum ( 2006:17 )“ Kredit adalah 
sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik 
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kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan 
kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang diberikan 
berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap 
kecakapan dan kejujuran si peminjam. 
 
3. Unsur-unsur Kredit 
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 
fasilitas kredit yang dijelaskan oleh Kasmir (2003:94) yaitu : 
a. Kepercayaan  
Yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 
diberikan baik berupa uang atau barang akan benar-benar 
diterima kembali di masa yang akan datang. Dimana sebelum 
dana itu dicairkan, bank sudah melakukan penyelidikan yang 
mendalam terhadap nasabah khususnya untuk mengetahui 
kemampuan daridebitur untuk melunasi hutangnya. 
b. Kesepakatan 
Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 
kredit.Kesepakatan ini berupa suatu perjanjian dimana masing-
masing pihak harus mengetahuai hak dan kewajibannya. 
c. Jangka waktu 
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
diberikan kepada debitur. 
d. Resiko 
Faktor resiko disini adalah kerugian yang diakibatkan oleh 
debitur dimana kerugian ini biasa disebabkan karena debitur 
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sengaja tidak mau membayar kredit dan resiko karena ketidak 
sengajaan debitur, seperti musibah bencana alam. 
e. Balas Jasa 
Akibat dari pemberian kredit, bank mengharapkan balas jasa dari 
pemberian kredit tersebut dimana yang biasa kita kenal dengan 
namabunga.Bagi bank inilah yang merupakan keuntungan bank. 
 
4. Tinjauan dan Fungsi Kredit 
Tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain : 
a. Mencari keuntungan 
yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 
tersebut. 
b. Membantu Usaha Nasabah 
Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang 
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk 
modal kerja. 
c. Membantu Pemerintah 
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 
pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin 
banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di 
berbagai faktor.Kemudian disamping tujuan kredit, suatu 
fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut : 
1) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang 
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna 
uang maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak 
akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 
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2) Untuk Meningkatkan Peredaran Uang 
Dalam hal ini uang yang diberikan  atau disalurkan akan 
beredar dari suatu wilayah ke-wilayah yang lainnya 
sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan 
menperoleh kredit maka daerah tersebut akan 
memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 
3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang 
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan 
oleh si debitur untuk mengelolah barang yang tidak 
berguna menjadi berguna atau bermanfaat.‟ 
4) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi  
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai 
stabilitas ekonomi karena dengan adanya  
5) Untuk meningkatkan pemerataan  
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan 
semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan 
pendapatan. 
6) Untuk  Meningkatkan Hubungan internasional  
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat 
meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima 
kredit dengan sipenerimakredit. 
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5. Jenis-Jenis Kredit    
Kasmir (2000:76), membagi jenis-jenis kredit dengan melihat 
berbagai segi, seperti : 
a. Diliat Dari Segi Kegunaannya 
1) Kredit Modal Kerja 
Kredit modal kerja merupakan yang dipergunaan untuk 
keperluan  meningkatan produksi dalam ooperasionl,  
seperti membeli bahan baku, membyar gaji karyawan, 
dan biaya opersional lainnya. 
2) Kredit Investas 
Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan 
untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 
proyek baru dengan kata lain, Kredit Investasi digunakan 
untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 
b. Dilihat dari Segi Tujuannya 
1) Kredit Produktif 
Kredit Produktif yaitu kredit yang digunnakan untuk 
meningkatkan usaha / produksi.Artinya kredit ini 
digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik berupa 
barang atau jasa. 
2) Kredit Konsumtif 
Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk 
dikonsumsi atau dipake secara pribadi, seperti untuk 
membeli rumah. 
3) Kredit Perdagangan 
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Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk 
kegiatan perdagangan dan biasanya untuk menbeli 
barang dagangan. 
c. Dilihat dsari segi jangka waktu 
1) Kredit Jangka Pendek 
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka 
waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah 
Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki 
jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang 
Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki 
jangka waktu diatas 3 tahun 
d. Dilihat Dari Segi Jaminan 
1) Kredit Dengan Jaminan 
Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan satu 
jaminan tertentu. Dengan artian bahwa setiap kredit yang 
dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan 
oleh calon debitur. 
2) Kredit Tanpa Jaminan 
Kredit ini merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 
barang atau orang tertentu, Kredit ini hanya prospek 
usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama 
berhubungan dsengan bank. 
e. Dilihat Dari Sektor usaha 
1) Kredit Pertanian 
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Kredit ini merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 
pertanian dan perkebunan. 
2) Kredit Peternakan 
Kredit ini merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 
peternakan. 
3) Kredit Industri 
Kredit ini merupakan kredit untuk mebiayai industry 
pengolahan baik untuk industri kecil, menengah maupun 
industri besar. 
4) Kredit Pertambangan  
Kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk usaha 
tambang  
5) Kredit Pendidikan  
Kredit ini merupakan kredit yang untuk sarana dan 
prasarana pendidikan 
6) Kredit ini merupakan  
Kredit ini merupakan kredit untuk membiayai 
pembangunan atau pembelian perumahan. 
f. Diliahat Dari Golongan Ekonomi 
1) Golongan Ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan 
pada Pengusaha golongan lemah adalah kredit yang 
disalurkan pada pengusaha golongan ekonomi lema, 
seperti KUR, KUT, dan lain-lain.Golongan ekonomi lemah 
adalah pengusaha yang kekayaannya maksimal seperti 
Rp 600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan 
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2) Golongan Ekonomi menengah dan konglomerat 
adalahKredit yang diberikan kepada pengusaha 
menengah dan besar. 
 
6. Alokasi Penyaluran Kredit 
Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketapan 
dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai 
berikut. 
a. Pemilik Bank (pemegang saham) mendapapatkan maksimal 
dari jumlah kredit yang disalurkan oleh bank bersangkutan. 
b. KUR mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang 
disalurkan bank. 
c. Masyarakat luas (diluar 1 dan 2) sebanyak 60% dan jumlah 
kredit yang ddiberikan, disalurkan kepada sektor-sektor 
perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan dan 
perdagangan. 
 
7. Prinsip-prinsip penelitian pemberian kredit 
Agar dapat mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi 
dalam pemberian kredit,  kreditur harus memperhatikan prinsip-
prinsip penilaian kredit, kreditur harus memperhatikan prinsip-prinsip 
penilaian kredit ; 
a. Analisis Dengan 6C 
1) Charakter 
Firdaus (2003:83) mengemikakan bahwa 
defenisi character adalah keyakinan pada pihak bank 
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untuk melihat watak/sifat akan berkaitan dengan integritas 
dari calon debitur, tujuannya untuk memberikan 
keyakinan pada bank bahwa karakter calon debitur benar-
benar dapat dipercaya. 
Keyakinan itu tercermin dari : 
a) Daftar riwayat hidup 
b) Reputasi usaha debitur dikalangan pengusaha 
dengan usaha yang sejenis 
c) Kebiasaan pola hidup seorang debitur 
Dalam melakukan analisis mengenai watak/sifat 
akan berkaitan dengan integritas dari calon debitur, 
integritas ini sangat menentukan kemauaa nanti 
calon debitur dalam membayar kreditnya 
nanti.Penilaian terhadap etika baik baik calon 
debitur untuk memenuhi kewajibannya merupakan 
hal yang cukup untuk dilaksanakan.Penilaian lebih 
mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara 
bank dengan calon debitur, atau dapat juga 
dilakukan dengan pencarian informasi yang 
mendukung baik dari kalangan perbankan maupun 
dari kalangan bisnis. 
2) Capacity 
Menurut Dendawijaya (2003:93) capacity adalah 
penilaian terhadap calon debitur dalam hal 
kemampuannya memenuhi kewajiban yang telah 
disepakati dalam perjanjian atau akad kredit yaitu 
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melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai ketentuan 
dan sayarat-syarat yang diperjanjikan.Capasity juga 
diartikan kemampuan calon debitur dalam memperoleh 
laba. 
 
3) Capital 
Dendawijaya (2003:92) berpendapat bahwa 
capital (modal) adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh 
calon debitur atau nasabah yang telah tersedia atau ada 
sebelum mendapatkan fasilitas kredit. 
4) Collateral 
Kasmir (2000:92) menjelaskan bahwa collateral 
adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik yang 
bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Jaminan yang 
diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 
diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga 
jika terjadi sesuatu maka akan dapat dipergunakan atau 
menjual jaminan tersebut untuk menutupi kredit apabila 
kredit yang diberikan macet. 
Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari 
nasabah yang nakal. Dikatakan demikian karena tidak 
sedikit nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar 
kreditnya.Namun yang paling penting dalam jaminan 
kredit adalah mengingat debitur untuk segera melunasi 
hutangnya. Debitur akan terikat dengan bank mengingat 
jaminan akan disita oleh bank apabila debitur tidak 
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mampu membayar utangnya. Dengan demikian, fungsi 
jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari 
kerugian. 
5) Condition of Economys 
Dendawijaya (2003:94) menjelaskan bahwa 
dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 
ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan 
prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi 
atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 
benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 
kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. 
Kasmir (2000;92) menjelaskan situasi dan 
kondisi politik ekonomi, social dan budaya akan 
mempengaruhi kelancangan usaha dari perusahaan yang 
dibiayai oleh bank. Dalam kondisi perekonomian yang 
kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor 
tertentu tidak diberikan sebelum melihat kondisi usaha 
yang sebenarnya dan prospek usaha tersebut dimasa 
yang akan datang. 
6) Constrain 
Dalam penilai kredit tentunya tidak terlepas dari 
rintangan dan hambatan yang ada, yang tentunya 
selaluada dihadapan kita yang ada, yang tentunya selalu 
ada dihadapan kita yang tidak akan mungkin kita hindari, 
tetapi bagaimana kita meminimalkan rintangan ini agar 
tidak menghambat langkah kita kedepan. 
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b. Analisis dengan 7P 
1) Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang 
dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan 
kredit bersangkutan dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, 
kredit dapat diberikan, sebaliknya apa bila 
kepribadiaannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. 
Alasannya adalah karena kepribadiaan yang baik akan 
selalu berusaha membayar pinjamannya, sedangkan 
kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. 
Kepribadiaan calon nasabah ini dapat diketahui dengan 
mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, 
pendidikan, dan pergaulannya. 
2) Party adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam 
klasifikasi  atau golongan-golongan tertentu berdasarkan 
modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap 
klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang 
berbeda dari bank. 
3) Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit 
ole calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau 
sebagian modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang 
menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui 
atau tidak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan 
komsuntif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika 
digunakan sebagai modal kerja (produktif) 
maka kredit dapat diberikan. Jadi, Analisis kredit harus 
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mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit 
yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan 
apakah kredit akan diberikan atau ditolak. 
4) Prospect  adalah prospek perusahaan dimasa datang, 
apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika 
prospek terlihat baik maka kredit akan diberikan, 
sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, 
Analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan 
perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit 
menjadi lancer. 
5) payment(pembayaran) adalah mengetahui bagaimana 
pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat 
diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran 
perhitungan kelancaran penjualan dan pendapatan calon 
debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya 
untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan 
perjanjian. 
6) Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana 
kemampuan nasabah mendapatkan laba. Protability 
diukur perpriode, apakah konstan atau meningkat dengan 
adanya pemberian kredit. 
7) Protection bertujuan agar usaha dan jaminan 
mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 
jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. 
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C.  Analisis 3R sebagai berikut 
1) Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai 
perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. 
Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar 
pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan 
usaha debitur yang bersangkutan maka kredit diberikan, 
akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan. 
2) Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, 
jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon 
debitur, tetapi perusahaan tetap berjalan. 
3) Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya 
kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi 
resiko apakah perusahaan calon debitur resikonya besar 
atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko 
ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya. Jika risk 
bearning ability perusahaan besar maka maka kredit tidak 
diberikan. 
 
8. Pengertian dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam surat 
keputusan direksi BI Tahun 2001tentang pemberian kredit usaha 
kecil, dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat jangka menengah atau 
panjang yang diberikan kepada pengusaha kecil pribumi, guna 
pembiayaan barang modal-modal serta jasa yang diperlukan 
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umtuk rehabilitasai dan perluasan atau peningkatan proyek 
baru. 
1) Milik warga Negaara Indonesia 
2) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
berafilisasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 
usaha menengah dan usaha besar. 
3) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum 
termasuk koperasi. 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya merupakan 
fasilitas kredit biasa dengan suku bunga pasar dan persyaratan 
yang ditentukan sendiri oleh bank, dengan demikian bank harus 
berhati-hati dalam mengelola kredit usaha kecilnya tersebut. 
Sama halnya dengan kredit umum lainnya, KUR mempunyai 
tingkat resiko kredit yang cukup tinggi bagi bank karena 
memiliki biaya dana yang cukup tinggi pula untuk 
membiayainya. Selain itu, Karakteristik dari pengusaha kecil 
sangat berbeda dengan denganpengusaha besar, baik 
dipandang dari segi manajemennya, pengalaman maupun 
tingkat ketermpilan yang dimiliki dalam mengelola usahanya. 
Dalam buku pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro 
Bank BRI (2001:8) menjelaskan bahwa pengertian KUR adalah 
kredit yang umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang 
bertujuan umtuk mengembangkan atau ,meningkatkan usaha 
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yang layak. KUR dapat melayani semua kebutuhan  
pembiayaan usaha kecil. 
KUR  sebagai kredit yang mempunyai prosedur yang 
relative mudah dan sederhana namun, dalam penyaluran perlu 
pemahaman secara tepat yang menyangkut prinsip-prinsip 
dasar pemberian KUR, yaitu : 
1) Umum 
Karena KUR dapat diberikan siapa saja, dalam arti tidak 
dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, kelompok 
masyarakat tertentu.Sepanjang calon nasabah yang 
bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan 
persyaratan yang telah ditetapkan. 
2) Idividual 
Karena pemberian KURdilakukan melalui pendekatan 
secara individual dan kasus perkasus, bukan termasuk 
kasus (massal) 
3) Selektif 
Karena pemberian KUR dilaksanakan secara selektif 
kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan sesuai 
dengan pertimbangan bank.Usaha yang layak disini 
artinya bahwa usaha tersebut benar-benar mempunyai 
prospekbagus untuk dikembangkan. 
4) Bisnis 
Pemberian KUR diberikan untuk mengembangkan usaha-
usaha kecil yang ada dipedesaan, baik itu usaha-usaha 
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yang sebelumnya atau belum pernah dibantu dengan 
fasilitas kredit. 
b. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Ketentuan Kredit Usaha Rakyat yang ditetapkan oleh bank BRI 
adalah sebagai berikut : 
1) Besar Plafond 
Besarnya plafond KUR yang dapat diberikan kepada 
setiap nasabah adalah maksimum Rp 500.000.000,- 
untuk usaha produktif  
2) Pengembalian Bunga Tepat Waktu 
Pemngembalian bunga tepat waktu lazim disebut juga 
insentif pembayaran tepat waktu adalah pengembalian 
sebahagian bunga kepada nasabah, apabila nasabah 
membayar angsuran (pokok + bunga) KUR nya tepat 
waktu. 
3) Jangka Waktu  
Jangka waktu pemberian KUR modal kerja dan KUR 
Investasi, adalah sebagai berikut : 
a) KUR modal kerja : dari 3 bulan sampai 24 bulan. 
b) KUR investasi : dari 3 bulan sampai 36 bulan 
4) Bea Materai 
Sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan bea materai 
Rp.3000 diatas Rp. 1.000.000 dikenakan bea materai Rp 
6000. 
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5) Agunan 
Dalam pemberian agunan kepada pihak bank prinsipnya 
terbagi atas 2 golongan pengusaha adalah : 
a) Golongan Pengusaha 
Jaminan yang harus disediakan oleh nasabah 
golongan pengusaha adalah : 
 
□ Benda bergerak  
 benda bergerak berwujud seperti 
kendaraan bermotor, persediaan barang 
dagangan dan mesin-mesin. 
 Benda tidak bergerak berwujud seperti 
deposito berjangka tabungan 
□ Benda tidak bergerak 
 Tanah 
 Bangunan 
b) Golongan berpenghasilan tetap 
Jaminan yang harus disediakan untuk golongan 
berpenghasilan tetap antara lain adalah gaji 
pegawai atau gaji pension. 
 
9. Tujuan dan Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
a. Tujuan KUR 
1) Tujuan dari segi pemerintah 
Membantu  pemerintah dalam usaha pengembangan 
perekonomian masyarakat yang memiliki usaha-usaha 
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produktif. Khusus pengembangan atau meningkatkan 
usaha yang layak. 
2) Tujuan dari segi bank 
Membantu bank dalam mewujudkan tugas pokoknya 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
b. Jenis KUR 
Jenis KUR menurut kantor pusat BRI dalam buku pedoman 
pelaksanaan kredit bisnis  mikro (2001:7), adalah KUR adalah 
modal kerja yang diberikan kepada pengusaha dan golongan 
berpenghasilan tetap sebagai tambahan dana/pembiayaan 
untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya. Adapun 
sektor-sektor ekonomi yang dibiayai dengan KUR modal kerja 
antara lain: 
1) Sektor pertanian 
Sektor pertanian untuk membiayai semua jenis kegiatan 
usaha bercocok tanam, seperti  pupuk dan obat-obatan. 
2) Sektor perindustrian 
Sektor perdagangan untuk membiayai bahan mentah 
menjadi barang-barang jadi. 
3) Sektor perdagangan 
Sektor perdagangan untuk membiayai pembelian dan 
penjualan barang dengan seperti pembelian sembako 
4) Sektor jasa dsan lainnya 
Sektor jasa lainnya untuk membiayai usaha yang bersifat 
pelayanan jasa kepada umum, misalnya bengkel, salon 
dan penjahit. 
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5) Sektor golongan berpenghasilan tetap 
Yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipergunakan 
untuk pembiayaan, yang pengembaliannya didasarkan 
pada pendapatan (gaji) nasabah /debitur, dimana 
biasanya diberikan untuk tujuan yang bersifat produktif 
misalnya untuk membeli kendaraan, rumah, tanah, yang 
fisiknya dapat diliat secara nyata.Oleh karena itu, agar 
dapat mempertahankan produk bank dalam hal ini kredit 
usaha kecil yang sehat, maka bank perlu mengelola 
penyaluran KUR-nya dengan menerapkan prinsip kehati-
hatian dan melaksanakan kebijaksanaan penyaluran 
kreditnya secara efektif dan efisien. 
 
10. Pengertian Kolektibilitas 
Dalam kamus perbankan (1999:87) Kolektibilitas adalah 
kondisi pembayaran pokok atau angsuran pokok, bunga dan tingkat 
kemungkinan yang diterimanya kembali dana yang ditanamkan 
dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Jadi kolektibilitas itu 
pada prinsipnya berdasarkan lamanya waktu penyelesaian kewajiban 
nasabah berupa angsuran, bunga dan overdraftserta kemungkinan 
lainnya, sehingga jenjang mutu kredit meliputi kredit diragukan dan 
kredit macet. 
Hasibuan (1997:120), mengemukakan bahwa kredit yang 
telah diberikan harus dikelompokkan atas dasar kelancaran 
pembayarannya Hal ini sangat penting untuk mengetahui klasifikasi 
kredit tersebut sehingga keamanan kredit dapat dilakukan sedini 
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mungkin. Jadi, kolektibilitas itu pada prinsipnya berdasarkan lamanya 
waktu penyelesaian kewajiban nasabah yang berupa anggsuran, 
bunga serta kemungkinan lainnya, sehingga jenjang mutu kredit 
meliputi : kredit lancer, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang 
lancer, kredit diragukan, dan kredit macat. 
PT Bank Rakyak Indonesia menetapkan criteria kolektibilitas 
kredit ditinjau dari sisi aktiva produktifnya sesuai dengan keputusan 
direksi BI No 31/147/Kep/Dir, tanggal 12 november 1998 yaitu: 
a. Kredit Lancar 
Kredit dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan pokok 
atau terdapat tunggakan pokok maupun tunggakan bunga tapi 
belum melampaui 2 bulan dan ini wajib dicadangi sebesar 1% 
nominal kredit 
b. Kredit Dalam Perhatian Khusus 
Kredit dalam perhatian khusus terjadi apabila debitur tidak 
mampu menunaikan kewajibannya dan terjadi tunggakan lebih 
dari 3 bulan baik itu pokok maupun bunganya dan pihak-pihak 
bank membentuk cadangan sebanyak 5% dari nominal kredit. 
c. Kredit Kurang Lancar 
Kredit Kurang Lancar yaitu kredit dimana pihak debitur 
melaKURuan penunggakan selama 6 bulan berturut-turut baik 
bunga maupun pokok sehingga bank harus mencadangkan 
sebesar 15% dari nominal kredit. 
d. Kredit Diragukan 
Kredit ini dikatakan sebagai kredit diragukan karna hamper 
mendekati kredit macet, disebabkan tunggakan selama 10 
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bulan berturut-turut dan bank membentuk cadangan sebesar 
50% dari nominal kredit. 
e. Kredit Macet  
Kredit macet merupakan kredit yang perlu penanganan 
langsung karena ini dapat dapat mengakibatkan sesuatu yang 
fatal bagi pihak perbankan dimana para debitur tidak 
menunaikan kewajibannya selama 12 bulan dan pihak bank 
membentuk cadangan sebesar 100% dari nominal kredit yang 
ada. 
 
B. PENELITIAN TERDAHULU 
Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi 
penelitan saya sebagai berikut : 
1. Costalili (2006) Factor-faktor penyebab masalah kredit usaha kecil 
pada PT. BNI (persero) Cabang Makale. Hasilnya menunjukkan 
bahwa factor-faktor yang mendominasi masalah kredit yaitu sifat 
(karakter) nasabah 
2. Frengky Lady (2008) tentang evaluasi kelayakan pemberian kredit 
oleh PT. BPR ARTHA PANGGUNG PERKASA TRANGGALEK 
hasilnya menunjukkan bahwa yang melandasi pemberian kredit yaitu 
karakter nasabah dan unsure jaminannya. 
3. Edinho ikhtisar (2009) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pencairan pinjaman KUR ( Kredit Usaha Rakyat) disektor agribisnis 
kasus pada PT BRI unit Cibonggong Bogor hasilnya menunjukkan 
bahwa yang melandasi pemberian kredit yaitu karakter nasabah. 
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C. KERANGKA PIKIR 
Bank BRI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang memegang peranan penting dalam perkembangan 
perekonomian negara.Dalam hal ini, Bank BRI Unit BTP Makassar 
mengalokasian KUR yang ditujukan kepada pengusaha kecil. Dan dari 
pengalokasian tersebut akan diketahui bagaimana peningkatan usaha 
debitur dengan melihat data perkembangan kolektibilitasnya apakah 
debitur mampu melunasi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan 
perjanjian dan juga melihat sejauh mana upayah pemerintah melalui BRI 
untuk menanggulangi kemiskinan di indonesia khususnya di wilyah 
Makassar. 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 
Berdasarkan masalah pokok yang dirumuskan sebagai dasar 
dalam melakukan penelitian ini, maka diajukan hipotesis yaitu, diduga 
bahwa alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kolektibillitasnya mengalami 
perkembangan dari tahun 2011 – 2013 pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Unit BTP Makassar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat Penelitian dan Waktu penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(persero)Tbk, Unit Bumi Tamalanrea Permai (BTP)  yang berlokasi di Jln 
Tamalanrea Raya No 16 Ruko D BTP Makassar., Adapun waktu dan 
tempat penelitian dilakukan selama bulan Desember – Januari 2014. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data kuantitatif yaitu data yang berupa data pengalokasianKUR 
dan data Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT BRI 
mulai dari tahun 2011 - 2013 
b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumen-dokumen perusahaan serta sumber-sumber lainnya 
yang relevan. 
2. Sumber Data 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT 
Bank Rakyat Indonesia Unit  BTP Makassar berdasarkan hasil 
pengamatan dan wawancara dengan karyawan perusahaan 
b. Data Sekunder, yaitu data yang tertulis berupa dokumen yang 
dapat diperoleh dari dokumen perusahaan seperti data alokasi 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kolektibilitas. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah : 
1. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan mengadakan 
kunjungan langsung pada Bank Rakyat Indonesia Unit BTP untuk 
mendapatkan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan 
dan wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti 
2. Penelitian Pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini 
guna memperoleh landasan teori yang digunakan dalam pembahasan 
agar dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. 
 
D. Metode Analisis 
Metode Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 
metode Analisis Statistik deskriptif data jumlah pengalokasian KUR (kredit 
usaha kecil) dan perbandingan kolektibilitas KUR akan disajikan dalam nilai 
rata – rata dan persentase (%), Pengolahan data menggunakan bantuan 
program EXCEL 2007 
 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulisan akan 
dibagi dalam beberapa bab yang sistematis. 
Bab pertama, pendahuluan mencakup latar belakang, permasalahan tujuan 
dan kegunaan penelitian. 
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Bab kedua, tinjauan pustaka dan kerangka berfikir yang merupakan 
jawaban sementara dari jawaban yang dikemukakan. 
Bab ketiga, metode penelitian yang meliputi tempat penelitian dan objek, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 
Bab keempat, gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat 
PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit BTP struktur organisasi dan 
kegiatan usahanya. 
Bab kelima, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
mencakup pengujian hasil penelitian. 
Bab keenam, bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
 
A. Sejarah singkat berdirinya BRI unit BTP Tamalanrea 
Pada akhir abad XIX tepatnya tanggal 16 Desember 1895, Raden 
Aria Wiriatmadja beserta kawan-kawannya mendirikan suatu Bank yang 
pernama „ De Poerwokertosche Hulp-en Sparbank der Islandsche Hoofden 
( Bank Penolong dan Tabungan dari Priyayi Poerwokerto )‟. 
Pada tahun 1898, Asisten Residen Purwakerto diganti oleh W.P.D. 
de Wolff van Westerrode. Ia bernama A.L. Schiff mendirikan de 
Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, dimana 
Raden Wiriatmadja waktu itu juga duduk dalam pengurusan. 
Pada Tahun 1898, dengan bantuan Pemerintah Hindia Belanda 
didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat di kota-kota dalam wilayah 
Nusantara atau Hindia Belanda pada waktu itu. 
Pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu 
lembaga bebadan Hukum dengan nama Centrale kas yang berfungsi 
sebagai Bank Sentral bagi Volksbanken, yang pada umumnya termasuk 
Bank Desa. 
Pada Tahun 1934 didirikan AVB (Algemene Volkscredietbank) 
yang berstatus badan Hukum Eropa. Modal pertama berasal dari Likuidasi 
Centrale Kas, ditambah denga kekayaan bersih dari Volksbanken tersebut. 
Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan Centrale Kas. 
Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah 
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sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa 
perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 
sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 
setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 
menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.  
Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah 
Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari 
BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). 
Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, 
BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 
Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 
Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 
1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara 
Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 
Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 
Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara 
Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-
undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 
Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 
Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 
Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu 
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 
berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali 
tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. 
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Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan 
No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status 
BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 
100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, 
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, 
sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 
Khusus untuk PT Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk, Unit BTP 
Makassar didirikan pada tanggal 1 November 1996. 
 
B. Struktur Organisasi BRI Unit BTP 
Struktur Organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan 
untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewengan dan 
tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Dalam 
melaksanakan tugas-tugannya dan tanggung jawab yang berbeda-beda 
dan setiap bagian harus menjalin hubungan kerja sama yang harmonis, 
sehingga semua kebijaksanaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan 
baik, dan tujuan dapat segera tercapai. 
Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk Unit 
BTP Makassar memperlihatkan adanya hubungan kerja sama antara 
bagian yang satu dengan bagian yang lain yang digambar dalam struktur 
organisasi pada skema berikut : 
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Gambar 2 
STRUKTUR ORAGANISASI  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, UNIT BTP MAKASSAR 
Per 1 Januari 2014 
---- 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Funsi Oprasional Unit **) 
 
                          ------------------                                                                  ------------------                                                -----------------                                           
Matri             Fungsi Teller           Fungsi Teller 
KANTOR CABANG 
BRI UNIT *) 
                               PPU 
***) 
  Fungsi AO Bisnis Mikro 
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Asisten Mantri KUR           Fungsi Costumer                      Fungsi Costumer Servic
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C. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 
Struktur organisasi bank harus mencerminkan secara jelas 
pembagian kerja dalam bank tersbut. Semua kegiatan-kegiatan yang 
diberikan kepada unit-unit kerja merupakan bagan yang secara terpadu 
diarahkan untuk mencapai tujuannya. Adapun uraian tugas dan tanggung 
jawab  dari masing-masing bagian pada struktur orgsnisasi PT. Bank 
Rakyak Indonesia (persero) Tbk,unit BTP  tamalanrea sebagai berikut : 
1. Kepala unit 
Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam 
mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro 
dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai 
RXA, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro berdasarkan 
prinsip kehati-hatian untuk memastikan kegiantan oprasional di BRI 
unit dapat terlaksana dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam mencapai target yang ditetapkan. Adapun tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut : 
a. Merencanakan mengkoordinasikan, dan menetapkan strategi 
pemasaran simpanan dan pinjaman mikro di BRI Unit untuk 
menghadapi persaingan bisnis mikro. 
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran untuk mendukung sinergi 
bisnis BRI serta secara aktif memperkenalkan serta memasarkan 
produk BRI unit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
c. Mengembangkan, memonitoring, dan mengevaluasi Bisnis BRI 
Unit diwilayah kerjanya, untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan. 
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d. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun 
simpanan serta menjaga aset kualitas BRI Unit sesuai target yang 
telah ditetapkan. 
e. Merencanakna, mengembangkan, membina dan mengevaluasi 
kompetensi dan kinerja SDM BRI Unit sesuai dengan kewenangan 
bidang tugasnya untuk memastikan pengolahan SDM BRI Unit 
berjalan sesua dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. 
2. Mantri 
Tugas pokok : 
Melakukan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan, 
jasa lainnya) serta melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI 
Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman BRI Unit layak 
diberikan dan aman bagi BRI melakukan pembinaan terhadap debitur 
pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas aset BRI Unit, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah 
ditentukan.  Adapun tugas dan tanggung jawabnya : 
a. Membuat perencanaan target BRI Unit dan bertanggung jawab 
atas pencapaianya agar realisasi pencapaian target lebih terarah 
dan termonitor serta memastikan pencapaian kinerja telah sesuai 
dengan target yang diinginkan. 
b. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan documen 
pinjaman BRI Unit, analisa permohonan pinjaman nasabah dan  
calon nasabah serta memprakarsai usulan putusan pinjaman agar 
proses pemberi pinjaman sesuai dengan prosedur perkreditan. 
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c. Melakukan pembinaan, penagihan dan, pengawasan pinjaman 
BRI Unit mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas untuk 
meminimalkan resiko pinjaman. 
d. Memberikan informasi, saran dan masukan kepada atasan 
terhadap pelaksanaan promosi produk simpanan dan pinjaman 
agar kegiatan promosi berjalan efektif agar pengguna biaya dan 
sarana promosi lebih optimal serta mengajukan usul-usul/saran-
saran untuk meberikan masukan atas kajian 
kebijakan/ketentuan/sistem dan prosedur yang terkait dengan 
bidang tugasnya dalam rangka meningkatkan kinerja BRI Unit. 
e. Menyusun laporan-laporan sesuai kewenanganya agar memenuhi 
ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain. 
3. Supervisior Unit 
Tugas pokok : 
Mengkoordinasikan, mengawasi operasional BRI Unit baik mengelola 
kas, mengawasi dan mengendalikan pelayanan di BRI Unit. Sistem 
administrasi,pembukuan , pengelolaan logistik di BRI Unit untuk  
pelaksanaan oprasional dan pelayanan di BRI Unit serta memastikan 
operasional, pelayanan, dan administrasi pembukuan logistik yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut : 
a. Memonitor dan mengelola kas BRI unit sesuai kewenangannya 
untuk kelancaran operasional BRI Unit serta menghindari 
terjadinya kelebihan dan kekurangan kas dan memastikan 
ketentuan maksimal kas agar tidak terlampaui selama jam 
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pelaksanaan kas, serta memastikan kecukupan kas untuk 
operasional BRI Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Memeliharakan register dokumen kas untuk mengindari selisih kas 
dengan pembukuannya serta memelihara register cas in transit  
dan melaporkan deklarasinya untuk menjamin ketertiban 
administrasi asuransi kas sehingga hak klaim dapat terpenuhi. 
c. Mengendalikan dan mengawasi pelayanan operasioanal oleh 
custumer servis dan teller BRI Unit, untuk memastikan pelayanan 
operasional sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang 
yang telah ditetapkan. 
d. Mengendalikan dan mengawasi sistem administrasi pembukuan di 
BRI Unit agar berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
e. Melakukan verifikasi akhir, memeriksa kelengkapan, jumlah dan 
keabsahan dukumen administrasi kas dan dokumen-dokumen 
lainnya yang diterima gunamemastikan dan meyakini kebenaran 
dan keamanan  transaksi ketentuan yang berlaku. 
4. Asisten Mantri KUR 
Tugas pokok :  
Merencanakan dan melaksanakan aktivias penawaran dan penjualan 
Kredit Usaha Kecil (KUR) kepada calon debitur potensial sesuai 
kewenangannya dalam rangka mencapai target jumlah debitur dan 
penjualan KUR Mikro yang ditetapkan. Adpun tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut: 
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a. Merenacanakan dan melaksanakan aktiviatas penawaran KUR 
mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah 
debitur yang ditetapkan. 
b. Merencanakan dan melaksanakan aktivasi penjualan produk KUR 
Mikro sesuai kewenangannya untuk menunjang pencapaian target 
penjualan KUR Mikro yang di tetapkan 
c. Menyiapkan aplikasi pinjaman, memerikasa perlengkapan dan 
masa berlaku dukumen pinjaman dari calon debitur sesuai 
kewenangannya untuk mendukung analisis pemberian KUR Mikro 
d. Membina hubungan baik dengan calom debitur KUR Mikro untuk 
memastikan pinjaman yang diberikan sesuai petunjuknya dan 
memastikan dan mengetahui kemampuan nasabah melunasi 
pinjamannya. 
e. Melaksanakan tindak lanjut Audit sesuai kewenangannya untuk 
memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai 
tanggapan positif atas temuan Audit 
5. Customer Servis 
Tugas Pokok : 
Memberikan kelancaran dan ketetapan pelayanan administrasi 
kepada nasabah atau calon nasabah dan yang akan menggunakan 
jasa perbankan BRI Unit serta pelayanan internal berdasarkan 
prosedur yang jelas dengan administrasi yang relatif kompleks untuk 
kepantingan bisnis BRI dan memastikan bahwa pelayanan 
administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 
Tugas dan Tanggu Jawab sebagai berikut : 
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a. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon 
nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI Unit 
dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada nasabah. 
b. Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah 
mengenai produk BRI Unit pada khususnya, dan produk BRI pada 
umumnya guna menunjang pemasaran produk BRI. 
c. Mengumpulkan, menyediakan dan mengelola data-data internal 
dan eksternal terkait pinjaman BRI Unit, simpanan serta 
mengindentifikasikan dan menguraikan masalah untuk menyajikan 
data informasi atau laporan yang diperlukan dalam rangka 
mendukung pencapaian kerja BRI Unit. 
d. Mengimplemasikan kebijkan/pedoman/ketentuan dibidang 
administrasi pinjaman BRI Unit, simpanan serta jasa Bank lainnya 
sesuai ketentuan pelaksanaannya untuk menyelesaikan 
oprasional administrasi pinjaman BRI Unit  dan simpanan serta 
jasa Bank lainnya sesuai bidang tugasnya. 
e. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman 
BRI Unit dan simpanan serta jasa Bank lainnya untuk memastikan 
kelengkapan, keamanan dan keabsahan dokumen kredit dan 
tertip administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku. 
6. Teller 
Tugas Pokok : 
Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun overbooking, serta 
memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk 
kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem dan prosedur yang 
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jelas permasalahannya yang relatif kompleks untuk memastikan 
tugas/kegiata telah dilaksanakan sesuai ketentua system dan 
prosedur yang berlaku. Adapun tugas dan Tanggung jawab sebagai 
berikut: 
a. Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran 
pengembalian, maupun pembayaran dari dan nasabah atau calon 
nasabah sesuai dengan sistem dan prosedur oprasional BRI. 
b. Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama kepala BRI 
Unit/supervisior unit untuk mengamankan aset Bank serta 
memastikan pengurusan kas telah sesuai dengan sistem dan 
prosedur BRU Unit. 
c. Melakukan perencanaan kebutuhan/jumlah kas BRI Unit untuk 
memperlancar pelayanan transaksi baik penerimaan setoran 
maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Mendokumentasikan, dan memastikan kelengkapan-kelengkapan 
bukti-bukti transaksi kas maupun over booking yang berada dalam 
pengawasannya sesuai dengan system dan pengawasan yang 
berlaku. 
e. Menjaga keamanan kas selama jam oprasional dan memastikan 
jumlahnya telah sesuai dengan data transaksi dengan system dan 
prosedur oprasioanl BRI. 
7. Fungsi Oprasional Unit 
Pada organisasi BRI Unit yang memenuhi persyaratan tentu maka 
fungsi oprasional unit dikoordinasikan oleh supervisior unit yang 
membawai Fungsi Custumer Service dan Fungsi Teller. Adapun 
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Jabatan Supervisior Unit dapat ditetapkan pada Organisasi BRI Unit 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan klarifikasi BRI Unit dikategorikan kelas 1 dengan 
jumlah pekerjaan 9 dibawah kaunit sesuai dengan pertimbagan 
efesiensi dan efektivitas operasional bisis untuk BRI unit 
b. Terdapat potensi pijaman yang sangat besar diwilayah kerja BRI 
Unit yag bersangkutan diwilayah kerja BRI Uit yang bersangkutan 
sehigga memerlukan optimalisasi BRI Unit dengan melakukan 
kegiata pemasaran dan penjualan dan untuk mengembangkan 
fortofolio pinjaman diwilayah kerja BRI Unit yang bersagkutan 
sesuai target yang ditetapkan. 
c. Medapatkan persetujuan dari Direktur Jaringa dan Layanan 
melalui Devisi Jarigan kerja Bisnis Mikro BRI. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Alokasi Kredit Pada PT BRI (persero) Tbk, Unit BTP Makassar 
 Perkembangan sistem perbankan yang semakin kompleks dan 
untuk meningkatkan daya saing yang bersinergi dengan perkembangan 
masyarakat, maka Bank mengadakan berbagai bentuk jasa, misalnya saja 
dengan usaha perkreditan. Dalam strategi alokasi dana perkreditan, PT 
BRI Unit Bumi Tamalanrea Permai (BTP) mengalokasikan dananya pada 
berbagai jenis kredit yang ditujukan pada masyrakat yaitu: 
1. Kredit Komersial 
Kredit Komersial adalah salah satu fasilitas kredit yang disalurkan 
untuk kegiatan produktif baik sebagai modal kerja maupun investasi 
melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank Rakyat 
Indonesia dengan besar kredit sampai 5 milliar. Menurut Siswanto 
(2007:8) dalam bukunya analisis Bank Umum merupakan jenis Kredit 
yang penting peranannya dalam perputaran Bank, jumlah kredit 
komersial untuk membiayai modal kerja pada dua sektor bisnis saja 
yaitu Perdagangan dan Industri Manufaktur. 
2. Kredit Komsumtif 
Kredit Komsumtif adalah Kredit yang digunakan untuk dikomsumsi 
secara pribadi. Dalam Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan 
jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai 
oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh Kredit untuk 
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Perumahan, Kredit dan Mobil Pribadi, Kredit Perabotan Rumah 
Tangga dan kredit Komsumtif lainnya. 
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dicanangkan oleh 
pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana 
bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR 
sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank 
pelaksana.Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan 
akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional.KUR disalurkan oleh 6 bank 
pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah 
Mandiri (BSM). 
  
Perkembangan jenis kredit yang dialokasikan pada PT Bank 
Rakyat Indonesia (persero) Unit Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1 
Total dan Jenis Kredit Yang Dialokasikan Pada 
PT. BRI (Persero) Unit BTP Makassar 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : PT. BRI Unit BTP Tamalanrea Makassar 2014 
Kredit 
Kreditur Perkembangan 
Jenis Kredit  
2011-2012 
Perkembangan Jenis 
Kredit  2012-2013 2011 2012 2013 
 
Kredit Komersial 
             
6.625.443.568  
          
6.438.282.448  
           
11.535.268.701  
 
-2,8 
 
79,17 
 
Kredit Konsumtif 
           
68.796.100.196  
        
82.555.936.237  
           
90.846.671.842  
 
20,0 
 
10,04 
 
Kredit KUR 
             
2.918.740.332  
          
2.763.634.008  
              
4.890.104.574  
 
-5,3 
 
76,94 
 
Total 
           
78.340.286.107  
        
91.757.854.705  
         
107.272.047.130  
 
17,1 
 
16,91 
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Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihar bahwa pada Tahun 2011 total 
Kredit yang di alokasikan sebesar Rp 78.340.286.107, yang terdiri dari 
kredit komersial sebesar Rp 6.625.443.568, kredit komsuntif RP 
68.796.100.196, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 2.918.740.332. 
Selanjutnya pada Tahu 2012 total Kredit yang dialokasikan meingkat 
sebesar Rp 91.757.854.705, yang terdiri dari Kredit Komersial sebesar Rp 
6.438.282.448, Kredit Konsumtif Rp 82.555.936.237, Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) sebesar 2.763.634.008. Dan pada Tahun 2013 Total Kredit yang di 
Alokasikan semakin meningkat sebesar Rp 107.272.047.130, yang terdiri 
dari Kredit Komersial sebesar Rp 11.535.268.701, Kredit Komsuntif 
sebesar Rp 90.846.671.842, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 
4.890.104.574. jika kita mengkaji perkembangan usaha perkreditan bank 
BRI, maka data menunjukkan peningkatan permintaan kredit masyarakat 
kepada banlk meningkat setiap tahunnya. Namun peningkatan yang terjadi 
terus menerus hanya ada pada usaha perkreditan jenis kredit konsumtif, 
yang mana dari tahun 2011-2013 tercatat 68.796.100.196, 82.555.936.237, 
dan 90.846.671.842.sedangkanpada jenis kredit komersial dan KUR 
mengalami naik turun dalam usaha perkreditan ini. Tercatat bahwa usaha 
kredit komersial pada tahun 2011-2013, 6.625.443.568, kemudian pada 
tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 6.438.282.448, dan pada 
tahun  berikutnya mengalami signifikansi kenaikan dengan total alokasi 
dana 11.535.268.701. sedangka pada usaha KUR dengan alokasi dana 
paling kecil yakni. Tahun 2011-2013 adalah 2.918.740.332, kemudian turun 
menjadi 2.763.634.008 dan kemudian naik dengan alokasi dana mencapai 
4.890.104.574.  alokasi dana KUR memang tergolong paling rendah, 
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namun diharapkan peningkatan ini dapat terus terjadi sampai masyarakat 
kecil mengalami peningkatan pendapatan hasil dari usaha yang dibantu 
melalui KUR BRI, sehingga BRI pun turut berperan besar dalam rangkat 
menciptakan kesejahteraan umum, khususnya di bidang perekonomian. 
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Perkembagan pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) utuk 
periode Tahun 2011 sampe dengan 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk, Unit BTP dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 2 
Alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
PT Bank Rakyat Indoesia Unit BTP Makassar 
Tahun 2011 s/d 2013 
Tahun Debitur Alokasiuntuk KUR Persentase (%) 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
392 
 
380 
 
509 
 
2.918.740.332 
 
2.763.634.008 
 
4.890.104.574 
 
- 
 
-5,31 
 
76,94 
Sumber data Bank Rakyat Indonesia Unit BTP Makassar 2014 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan 
pegalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2011 ke tahun 2012 
mengalami penurunan sebesar -5,31%, dan pada 2013 mengalami 
peingkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 76,94% diakibatkan karna 
adanya peningkatan jumlah debitur pendapatan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dilayani oleh BRI Unit BTP Makassar. 
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B. Kriteria Penelitian Kolektibilitas 
Penilain penggolongan Kredit kedalam tingkat kolektibilitas kredit 
didasarkan pada kreteria sebagai berikut : 
1. Kuantitatif  
Kreteria penelitian Kolektibikitas secara Kuantitatif didasarkan pada 
keadaan pembayaran kredit oleh debitur yang tercermin dalam catatan 
pembukuan Bank BRI Unit BTP Makassar yaitu mencangkup ketetapa 
pembayaran pokok, bunga, maupun kewajiban lainnya. 
2. Kualitatif 
Didasarkan pada usaha debitur, dalam menentukan penilaian terhadap 
usaha debitur yag dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali 
pinjman dari hasil usahanya sesuai perjanjian. 
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Tabel 3 
Penggolongan Kolektibilitas KUR 
PT. BRI (Persero) Unit BTP Makassar 2011-2013 
Thn. 
Lancar DPK Kurang Lancar  Diragukan Macet 
Debitur N.Kredit Debitur N.Kredit Debitur N.Kredit Debitur N.Kredit Debitur N.Kredit 
2011 368 
         
2.742.481.228  
 
17 100.719.448 4 15.253.442 2 50.359.744  1 9.926.460  
2012 360 
         
2.573.427.572  
11 
          
108.689.392  
 
3 19.148.217 4 54.344.696  2 8.024.131  
2013 483 4.710.236.918 19 119.911.710 4 39.970.570 3 13.445.782  1 
          
6.539.594 
  
Sumber data : PT. BRI Unit BTP Tamalanrea Makassar 2014
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Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa pada tahun 2011 jumlah 
debitur untuk Kredit Lancarsebanyak 368, debitur ditahun 2012 mengalami 
penurunan menjadi 360, dan pada 2013 debitur untuk Kredit ancar 
meninggakat menjadi 483 debitur. Dan untuk kredit dalam perhatia khusus 
(DPK) pada tahun 2011 sebanyak 17 debitur pada tahun 2012 menurun 
menjadi 11 debitur, dan tahun 2013 meningkat sebanyak 19 debitur. Untuk 
Kredit Kurang Lancar pada tahun 2011 sebanyak 4 debitur, pada tahun 
2012 menurun menjadi 3 debtur, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 
4 debitur. Untuk Kredit Diragukan pada tahun  2011 sebanyak 2 debtur, 
tahun 2012 meningkat menjadi 4 debitur, dan pada tahun 2013 menurun 
menjadi 3 debitur. Untuk Kredit Macet pada tahun 2011 jumlah debitur 
hanya 1, kemudian pada tahun 2012 mengalami peninggkatan menjadi 2 
debitur, dan pada Tahun 2013 jumlah debitur hanya 1. Perubahan 
Kolektibilitas Kredit diatas diakibatkan karena Fluktuasi jumlah debitur dan 
nilai Kredit dari tahun  2011-2013. 
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Tabel 4 
 
Perkembangan Presentase Kolektibilitas KUR 
PT. BRI (Persero) Unit BTP Makassar 2011-2013 
 
Kolektibilitas  
Nominal Kredit 
th 2011 
% 
Nominal Kredit 
th. 2012 
% 
Perkembangan 
Kolektibilitas 
2011-2012 
Nominal Kredit 
th. 2013 
% 
Perkembangan 
Kolektibilitas 
2012-2013 
L 
      
2.742.481.228  
 
93,96 2.573.427.572  93,12 -0,84 4.710.236.918  96,32 3,20 
DPK 
          
100.719.448  
 
3,45 108.689.392  3,93 0,48 119.911.710  2,45 -1,48 
KL 
            
15.253.442 
  
0,52 19.148.217  0,69 0,17 39.970.570  0,82 0,12 
D 
            
50.359.744 
  
1,73 54.344.696 1,97 0,24 13.445.782  0,27 -1,69 
M 
              
9.926.460 
  
0,34 8.024.131  0,29 -0,05 6.539.594 0,13 -0,16 
Total 2.918.740.322  100,00 2.763.634.008  100,00   
      
4.890.104.574 
  
100,00   
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Sumber data : PT. BRI Unit BTP Tamalanrea Makassar 2014
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Dari tabel diatas dijelaskan bahwa persentase Kredit Lancar pada 
Tahun 2011 ketahun 2012 mengalami penurunan sebesar -0,84% 
sedangkan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,20% ini 
dikarenakan jumlah KUR yang dialokasikan pada Tahun 2013 meningkat . 
Untuk persentase Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dari Tahun 2011 
ketahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,48%, dan pada Tahun 
2013 mengalami penurunan sebesar -1,48%. Kredit Kurang Lancar pada 
Tahun 2011 ketahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,17%, dan 
pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,12%. Kredit Diragukan 
pada tahun 2011 ketahun 2012 meningkat menjadi 0,24%, dan Tahun 2013 
mengalami penurunan sebesar -1,69%. Dan untuk kredit Macet pada 
Tahun 2011 ketahhun 2012 mengalami penurunan sebesar -0,05%, dan 
Tahun 2013 mengalami Penurunan Sebesar 0.16%, ini memberikan 
Gambaran bahwa pihak PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit 
BTP sudah berhasil dalam menangani Kredit Macet. 
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Pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dari Tahun 2011-2013  
tidak stabil dilihat dari tabel 2 pengalokasian KUR pada 2011 meningkat 
dan pada 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mengalami 
peningkatan pesat kredit yang disalurkan, ini diakibatkan dengan 
pengembalian pembayaran kredit beserta bunganya oleh debitur 
mengalami kelancaran, yang setiap Tahunnya mengalami penurunan 
jumlah kredit macet khusunya di BRI unit BTP tamalanrea Makassar, 
pengembalian Kredit  lancar tak luput dari usaha debitur yang berjalan 
dengan baik yang menghasilkan kesejahtraan masyarakat dibandingkan 
sebelum melakukan pinjaman kredit di PT BRI Unit BTP Makassar, ini 
membuat usaha pemerintah untuk mensejahtrakan masyrakat dapat 
terwujudkan, walaupun dilihat dari data Kredit Tiga tahun terakhir PT BRI 
Unit BTP Makassar kurang stabil namun pemerintah melalui BRI Unit BTP 
makassar sudah mampu mendorong minat masyarakat untuk melakukan 
kegiatan dibidang Usaha melalui program KUR, yang menurut saya 
program KUR ini merupakan salah satu program yang baik yang dilakukan 
pemerintah untuk mensejahterakan Rakyat. 
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BAB VI 
PENUTUP 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit BTP Makassar  dalam 
mengalokasikan dana dari tahun 2011-2013 mengalami beberapa 
perubahan. Pada tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan, namun 
penurunan tersebut tergolong kecil, kemudian pada tahun 2012 ke 2013 
naik dengan sangat signifikan. 
2. Jika dikaji dari kolektibilitasnya kredit KUR yang bermasalah, data 
menunjukkan presentase sangat kecil. Saat ini BRI tetap melakukan 
berbagai upaya dalam rangka menghindari masalah kolektibilitas kredot 
bermasalah sehingga,terus mampu melaksanakan program Pemerintah 
dalam upayamewujudkan kesejahterakan rakyat melalui program Kredit 
Usaha Rakyat (KUR). 
 
B. Saran 
1. Dalam pengalokasian dana, pihak Bank hendaknya benar-benar 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif bukan hanya 
karena ingin mencapai target pengalokasian kredit. 
2. Pihak Bank diharapkan lebih sering mengadakan pengawasan terhadap 
kredit yang dialokasikan, jika melihat gejalah yang bisa mengakibatkan 
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kredit tersebut bermasalah, sebaiknya mengambil tindakan awal yaitu 
(penyelamatan melalui 3R) agar tidak berkelanjutan. 
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